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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor ; S03/Cq /DPMPTSPY VI /2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) BINA LESTART

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Menagingat

KABUPATEN MAJALENGKA

a. balwa berdasarkan Surat Peinohonan beserta lamos
- pirennya dari Saudara Fuls Susilawati, SM
E;mar 12 Juni 2022 Perthal Permohonan Perpanfangan 1zin Operasional dan berdasarkan
i cmendasi Dinas Pendidkan Hormer  PK/0H/1523/8id,PAUD dan Dikmas tanggal 31 Maret
22 Kelompok  Perman  (xp) BINA LESTARI dinyatakan nwemenuhl svarat  untuk

Mmenyelengarskan Kelompok Bermain (KH);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagainana b
qan sk uruf a dan sesual dengan ketentuan | 62
hlﬂﬂﬂfh]-'-lndalh‘.- Newnor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidilan Masional diparl:faga T
rri‘ﬁglﬂdttiau ﬁlme;ﬁ:;qurfm F?:ﬂﬂﬁan Anak Usla Kelompok Bermain (KB) BINA ARI
i o ] Witusan inas s 2

Vit Kb Ma:»at—ng?a . £pala inas Penanaman Hodal dan Pelayanan Temady Satu
¢ Lo Undang-Undang Momer 14 Tabun 1950 tentang Pembentukan Doemh-daerah Ka datam
Almara

Lingkungan Proping lawa Rart (Berita Negam Republd: Indonesia Tahun 1950)
telah diubih dancan Undang-Unddang Nonior 4 Tahun 1968 tertang Pernbentukan K3 paten
Purwakaita dan Kahpatan Subang dengan menqubah Undang-Undang Momar 14 Tahun 1950
E?;t:g?mmﬂmmkgn rgiuﬁmh—mer?h_rr.ammi% dalam Ungkungan Provinsi Jawa Barat
oam Republk Indoneia Tahun MNomor 31, Tambahan Lembaran Negar

Republik [ndonesia Horer JB51); >
{Lembaran Negara

4. Undang-Undang Norwor 20 Tahun 2003 Lerarg Sisten Pendedikan Masional
F tk_Indonzsia Tahun 2003 Nomor /78 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia

MNomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tawn 2014 tentang Pemerintahan Daerah flembaran Negara

Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia

Nomar 5587) sebanaimana telah heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor @

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang

Pemerinlathan Daerali (Lermbaran Negara Republix Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan

Lermbaran Neoam Repubik Indonesia Nomos 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenteryg Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan

Pemerintzh Daerah (Lembaran Negara Repubik psia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan

Lembaran Negara Repubilik Indonesra Nomer 4438);

5. Peraturen Pernerntah Nomor 19 Talnn 2005 tentang Standar  Masional Pendidikan (Lembaran
egara  Republik

Negors Republk Indonesiz Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaron N
A telah dwbah dengan Persturan Pemerintzh Nomor 19

Indonesa Nomor 4496), :
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembsran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomar 71 Tambahan Lembaran Negara Renubiik Indonesia Nomor 5410);

6. FPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tendang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Lembaran Negara Republik

Pemerintah, Pementah Provinsi dan Pemerinteh Kabupaten/ Kota i
Indonasia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Omganisasl Perang'at Daemh  (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambohan Lembaran Negara Republik

Negara
l.f—ﬁn‘n Nomor 4750);
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

. Peraturan Pemerintzh Nomor 48 Tahun 2008 tenta
= Regibrrr?cnlndoneﬂa Tahun 2008 Nomor 91 Tamb‘;ﬂan Lembaran Negara Republik Indonesia

Normor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tehun 2010 tentang laan dan Pmneim]amm
Pendidikan (Tambahan Llembaran Negara  Republik In:lcnfg?;lﬁJ Tahun 2010 Nomor 23)
aimana lelah diubah dengan Peraturan Pemeringtah Nomor 66 tahun 2010 tentang

Perubatan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenta 2an dan Penyelenggaraan
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Repf:bl'lk Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasignal Republik Indonesia Normmor 58 Tahun 2009 Tentang

Standar Pendidiken Usia Dmi;

11. Peraturan Menteri Pendidlan dan Kebudayaan Republik Indonesta Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirlan Satuan Pendiddan Nonformal (Berta ara Republik Indonesia ahun 2013
Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah der?an Pewraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor B4 Tahun 2014 Tentang Pendiran Satuan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

.

7.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

12. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republlc Indones e
Tentang Standar Penilalan Pendidikan B ke b B Tatun 2016

13. Peraturan Menten Penddikan dan Kebudayaan Repubiiy Indonesia Nomor 3 Tatun entang
Penilalan Hasll Belajar oleh Pemerintah d.arilr Penilaian Hasil Belajar oleh, Sau?a;\r mé?kl;T

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengta Nomor 2 Tahun 2008 t

U :
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Dasrah Ka t ? e RN
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); Pupaten Majatengia Tahun 2008 womee 2,

15. Peraturan Daerch Kabupaten Majalengla MNomor 4 Tahun 2012 ten
Eiz_rirmn di Kabupaten Majalengka (Lembaran Dasrah Kabupaten l-'laja]mg[qq[a]-u_m! 291??1;‘3;:

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengi@ Nomor 12 Tahun 201 baha
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentulan mf&‘.&i&?%m gag?;
Kabupaten Majalengla.

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Koy
%arjl m&eﬂﬂnan mjga Dinas Penanaman Modal dan pelar.;%mn r':‘merpadu ghr?'angan F‘?ﬂ;lnng
aja ! Pintu Kabu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU :  Nama Kelompok Bermain (KB) :  BINA LESTARI

Alamat Blok Cikalong Tengah RT 018 RW 005 Desa

Cikalong Kecamatan Sulahaji Kabupaten
Majalengla
Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. ::engqunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesual dengan tujuan Pendidikan
asional;

g. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka

Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) har Sebelum
Berakhimya masa Izin

4.

KEDUA Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlak selama 3 (Tiga) Tahun,

KETIGA Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka Nomor 530 Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2015 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEEMPAT - Keputusan inl Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apablla di
kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbalkan
atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 2 T Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN.MA3#

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

